BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
1. Penelitian yang dilakukan oleh (Hana Afifah Rahmah et al. 2025) yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Makanan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025” menitikberatkan pada evaluasi keberhasilan pelaksanaan program makanan bergizi gratis di tingkat sekolah dasar sebagai langkah peningkatan kualitas kesehatan dan kecerdasan siswa. Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi di lapangan, wawancara dengan pihak sekolah, dan analisis dokumentasi terhadap laporan pemantauan gizi. Temuan studi mengindikasikan bahwa program makanan sehat tanpa biaya di sekolah dasar pada tahun 2025 berdampak positif terhadap peningkatan energi dan semangat siswa dalam mengikuti aktivitas pembelajaran di kelas. Sistem ini terbukti efektif dalam mengurangi ketimpangan asupan gizi di antara siswa dari latar belakang ekonomi yang beragam, sehingga membentuk lingkungan belajar yang lebih terbuka. Melalui inisiatif ini, sekolah berfungsi tidak hanya sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai pusat peningkatan gizi nasional yang dapat mendeteksi masalah kesehatan siswa secara dini melalui penyajian menu yang telah terstandardisasi secara nutrisi
2. Studi yang dikerjakan oleh (Tuti Yelvianti, 2025) dengan judul “Efektivitas Program Pemberian Makan Gizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo terhadap Kualitas Gizi dan Pendidikan Siswa di Indonesia” mengkaji dampak penerapan program makan bergizi gratis pada peningkatan kualitas gizi dan prestasi akademik siswa. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur, yang menganalisis berbagai data sekunder mengenai kebijakan kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak positif yang penting dalam meningkatkan asupan gizi siswa, yang secara langsung mendukung peningkatan konsentrasi belajar dan kehadiran di sekolah. Sistem ini terbukti berhasil sebagai alat untuk menurunkan angka stunting serta mengurangi beban finansial keluarga berpenghasilan rendah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Ucu Agustini, 2024) dengan judul “Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia” menitikberatkan pada analisis mendalam tentang efektivitas serta kendala dalam pelaksanaan program pemberian makanan bergizi gratis untuk siswa di sekolah. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian pustaka (library research) yang mengumpulkan informasi dari beragam sumber dokumen, laporan, dan peraturan yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program penyediaan makanan bergizi gratis dapat secara penting meningkatkan konsentrasi belajar, kesehatan fisik, dan pencapaian akademik siswa dengan memenuhi kebutuhan nutrisi secara merata. Kebijakan ini juga dilihat sebagai langkah strategis guna menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa yang akan datang. Akan tetapi, studi ini juga menemukan adanya tantangan penting terkait pengawasan distribusi, keterbatasan dana, serta pentingnya integrasi pendidikan gizi bagi siswa agar program ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memenuhi target yang diharapkan.
4. Penelitian yang dilaksanakan oleh (Tuti Herningtyas, et al. 2025) berjudul “Efektivitas Program MBG (Makan Bergizi Gratis) pada Anak TK Darussalam untuk Meningkatkan Kualitas Belajar Mengajar di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Sidoarjo” menyoroti analisis kritis mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program makan gratis di pendidikan anak usia dini. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara dengan guru serta orang tua siswa di TK Darussalam. Temuan penelitian menekankan berbagai kelemahan dan tantangan penting dalam pelaksanaan program, di mana keberhasilannya sering kali terhalang oleh isu logistik dan kurangnya kesiapan infrastruktur sekolah. Sistem ini dianggap masih memiliki kekurangan dalam standarisasi menu yang belum sepenuhnya cocok dengan selera anak, sehingga mengakibatkan sisa makanan yang terbuang (food waste). Di samping itu, ketergantungan pada anggaran yang berubah-ubah serta minimnya tenaga ahli gizi dalam pengawasan distribusi menimbulkan ketidakpastian terhadap kesinambungan program, yang jika tidak segera ditangani, berisiko mengganggu fokus proses belajar mengajar akibat beban administratif tambahan bagi para guru.
5. Studi yang dilakukan oleh (Nanik Kurnia Sari 2025) berjudul “Efektivitas Makan Gratis di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali” menyoroti evaluasi mendalam mengenai pelaksanaan program makan gratis dengan menekankan berbagai ketidakefisienan yang muncul di lapangan. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara serta observasi langsung mengenai proses distribusi di Kecamatan Mojosongo. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa program ini belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan karena terdapat beberapa masalah penting mengenai ketidaksesuaian sasaran penerima manfaat dan lemahnya koordinasi di antara instansi terkait. Sistem distribusi yang kurang terencana menimbulkan keterlambatan dalam penyediaan makanan, yang pada gilirannya memicu ketidakpuasan masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap kebijakan itu. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap kualitas dan kebersihan makanan yang disajikan menjadi masalah utama, yang menunjukkan bahwa tanpa manajemen yang profesional, program ini berpotensi menjadi pemborosan anggaran tanpa memberikan pengaruh penting terhadap peningkatan gizi masyarakat

Tabel 1, Perbandingan Penelitian Terdahulu
	NO
	Nama Peneliti/ Tahun
	Judul
	Hasil Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1
	Hana Afifah Rahmah, dkk. (2025)
	Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025
	Efektifitas Makan Gratis di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali
	Sama-sama meneliti efektivitas program makan bergizi gratis dan menggunakan pendekatan kualitatif
	Fokus pada jenjang SD dan menekankan dampak pada inklusivitas serta deteksi dini masalah gizi

	2
		



	Tuti Yelvianti (2025)



	Efektivitas Program Makan Gizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo terhadap Kualitas Gizi dan Pendidikan para Siswa di Indonesia
	Program efektif meningkatkan status gizi, fokus belajar, kehadiran siswa, serta menekan stunting
	Sama-sama membahas dampak positif program MBG terhadap gizi dan pendidikan
	Menggunakan studi literatur (data sekunder) dan menekankan pada kebijakan nasional serta aspek ekonomi keluarga

	3
	Ucu Agustini (2024)
	Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia
	Program berpotensi meningkatkan kesehatan dan prestasi, tetapi menghadapi kendala distribusi, anggaran, dan edukasi gizi
	Sama-sama mengkaji efektivitas program makan bergizi gratis
	Menyoroti secara seimbang antara efektivitas dan tantangan kebijakan (lebih kritis dan komprehensif)

	4
	Tuti Herningtyas, dkk. (2025)
	Efektivitas Program MBG pada Anak TK Darussalam Guna Peningkatkan Kualitas Belajar Mengajar
	Program dinilai kurang efektif karena kendala logistik, menu tidak sesuai, food waste, dan keterbatasan SDM gizi
	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas implementasi program MBG
	Fokus pada jenjang PAUD/TK serta lebih menekankan hambatan teknis dan dampak negatif

	5
	Nanik Kurnia Sari (2025)
	Efektifitas Makan Gratis di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali
	Program tidak efektif akibat salah sasaran, koordinasi buruk, distribusi tidak lancar, dan minim pengawasan mutu
	Sama-sama mengevaluasi pelaksanaan program makan gratis
	Lebih menyoroti kegagalan implementasi di tingkat daerah dan aspek manajemen yang lemah



Studi yang dilakukan oleh Tuti Herningtyas, et al. (2025) menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan inti terletak pada fokus penelitian, yaitu keduanya menganalisis efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Kedua penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek hasil atau dampak yang dihasilkan.
Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Dalam penelitian Tuti Herningtyas, et al., diidentifikasi bahwa tantangan utama ada pada logistik, infrastruktur, standarisasi menu, dan kurangnya tenaga ahli gizi yang memengaruhi kelangsungan program. Di samping itu, isu seperti limbah makanan dan beban administratif yang dihadapi guru juga merupakan kendala yang cukup signifikan.
Di sisi lain, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di MTsN 4 Tabalong Kecamatan Tanjung, pelaksanaan program dari segi mekanisme, target yang tepat, dan waktu yang tepat sudah berjalan dengan lancar. Masalah yang dihadapi lebih terfokus pada perilaku siswa, seperti kebiasaan dalam memilih makanan dan belum adanya perubahan berarti dalam sikap serta rutinitas harian. Dengan begitu, isu dalam penelitian ini lebih fokus pada aspek penerimaan dan penggunaan program oleh siswa, bukan pada aspek teknis pelaksanaannya.
Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun kedua studi menunjukkan bahwa program MBG belum sepenuhnya optimal, faktor penghambatnya berbeda. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada batasan teknis dan sistem, sementara penelitian ini lebih menekankan pada perilaku serta efektivitas hasil program.

B. Landasan Teori
1) Administrasi  
Administrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu Ad dan Minister, yang berarti melayani serta memenuhi. Berdasarkan Dimock&Dimock (Pasaolong:2013:2-3), istilah administrasi berasal dari kata ad dan minister, serta dapat diartikan sebagai ad serve, sehingga dalam konteks administrasi dapat dipahami sebagai pelayanan atau regulasi.
Dalam Administrasi dapat dimaknai sebagai Proses pengaturan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, fungsi-fungsi administrasi dapat dijalankan dalam tiga fungsi utama yang berkaitan erat dengan tiga tingkatan umum dan formal. Sementara itu, bagi individu yang memegang posisi sebagai Administrator, mereka diharuskan untuk melaksanakan fungsi operasional dalam Administrasi. Menurut para ahli, hal ini dijelaskan sebagai berikut dalam (Pasaolong, 2013):
a. Herbert a Simon Menerangkan bahwa administrasi adalah kegiatan kelompok yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan Bersama.
b. Leonard D. White Menerangkan bahwa administrasi adalah suatu proses usaha umum pada kelompok yang ada dalam kegiatan pemerintahan/swasta, Militer baik dalam secara kecil dan secara garis besar.
c. S.P Siagian Menerangkan bahwa administrasi adalah kesuluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. 

2) Administrasi Publik
a. [bookmark: _Hlk231966030]Pengertian Administrasi Publik
Administrasi Publik merupakan proses kolaborasi antara dua individu atau lebih dalam pelayanan sektor publik demi mencapai tujuan bersama. Menurut para pakar, Administrasi memiliki beberapa pengertian, antara lain:
1) Pasaolong (2007) Administrasi publik adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan untuk mencapau kebutuhan  publik yang efektif.
2) Ibrahim (2007) Administrasi publik adalah seluruh upaya pemerintahan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan pembangunan dengan diantara kelompok manusia.  
3) Chandler dan Plano (1988) administrasi publik adalah kerjasama suatu proses dimana sumber daya manusia perlu di organisir dan di koordinasikan untuk mengimplementasikan dan mengelola keputusan dan kebijakan publik.
b. Paradigma Administrasi Publik
Paradigma adalah cara berpikir yang diterapkan oleh individu dalam mengerti dan menyelesaikan suatu masalah. Menurut Thomas S. Kuhn (2012), paradigma dalam administrasi publik adalah kumpulan cara berpikir, nilai-nilai, dan pendekatan untuk memecahkan masalah yang dipercaya oleh masyarakat pada suatu periode tertentu. Pembagian paradigma administrasi publik menurut Denhardt & Denhardt (2003) dalam Sabaruddin (2015) adalah sebagai berikut:
1) Paradigma Administrasi Publik Klasik (Old Public Administration) (1887–1987)
Paradigma klasik dalam administrasi publik dipengaruhi oleh model rasional yang diajukan oleh Herbert A. Simon. Dalam pandangan ini, preferensi individu dan kelompok sering kali berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Organisasi tidak hanya fokus pada satu standar efisiensi, tetapi juga memperhatikan berbagai standar yang lain. Gagasan utama yang diusulkan Simon adalah logika.
Selain itu, terdapat pula pendekatan pilihan publik, yang didasarkan pada tiga asumsi utama, yaitu:
a) Teori ini memusatkan perhatian pada individu dengan asumsi bahwa pengambil keputusan bersifat rasional, mementingkan diri sendiri, dan berusaha memaksimalkan kepentingannya.
b) Teori ini memandang barang publik sebagai output dari badan-badan publik. Teori ini berasumsi bahwa perbedaan situasi pengambilan keputusan akan menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam menentukan pilihan
Denhardt&Denhardt (2003) menjelaskan bahwa karakteristik Old Public Administration meliputi:
1. Fokus utama pemerintah adalah pada penyediaan pelayanan yang diberikan secara langsung oleh instansi yang berwenang.
2. Kebijakan publik dan administrasi publik berkaitan dengan perancangan serta pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan politik.
3. Administrasi publik memiliki peran terbatas dalam pembuatan kebijakan dan lebih menitikberatkan pada fungsi implementasi kebijakan publik.
4. Pemberian pelayanan publik dilaksanakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat atau birokrat politik.
5. Administrasi negara bertanggung jawab secara demokratis kepada pejabat politik.
6. Program publik dilaksanakan melalui organisasi yang bersifat hierarkis, dengan manajer berada pada puncak struktur organisasi.
7. Peran administrator publik dirumuskan melalui fungsi planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting.
Berdasarkan pandangan tersebut, perspektif administrasi publik klasik menempatkan organisasi sebagai sistem tertutup, sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan dinilai kurang penting.
2) Paradigma Administrasi Publik Baru (New Public Management) (1990–2000)
Menurut Denhard&Denhardt dalam Sabaruddin (2015), perspektif New Public Management (NPM) merupakan pendekatan manajerial yang mendorong cara-cara baru dan inovatif dalam mencapai hasil yang maksimal, termasuk melalui penerapan prinsip privatisasi dalam fungsi-fungsi pemerintahan.
NPM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sektor publik. Namun, paradigma ini cenderung kurang memperhatikan nilai keadilan sosial. Nilai-nilai ekonomi yang dianut dalam NPM sering kali bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kepentingan publik. Akibatnya, pelayanan publik yang diserahkan kepada pihak swasta memang dapat meningkatkan kinerja pelayanan, tetapi manfaatnya sering kali hanya dirasakan oleh kelompok tertentu yang memiliki kepentingan pribadi.
3) Paradigma New Public Service
Menurut Denhardt dan Denhardt dalam Sabaruddin (2015), perspektif New Public Service (NPS) menekankan pengakuan terhadap warga negara sebagai aktor utama dalam pemerintahan. Dalam paradigma ini, warga negara dipandang memiliki posisi penting dan tidak semata-mata sebagai pelanggan, melainkan sebagai warga yang memiliki hak, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap kepentingan bersama. 
NPS tidak dapat dijalankan dengan pendekatan seperti perusahaan swasta sebagaimana yang dianut dalam NPM, karena administrasi negara harus mampu menciptakan suasana demokratis dalam seluruh proses kebijakan publik. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat. Pemerintah tidak hanya “melayani” masyarakat secara administratif, tetapi berperan dalam memfasilitasi partisipasi warga demi tercapainya tujuan demokrasi

3) Efektivitas 
1. Pengertian Efektivitas
Efektif adalah istilah dasar yang merujuk pada terwujudnya suatu efek atau hasil yang diinginkan, sehingga tindakan seseorang yang efektif adalah tindakan yang menghasilkan akibat sesuai harapan, sedangkan bentuk sifat dari efektif adalah efektivitas. Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, di mana target tersebut telah ditentukan sebelumnya (Lismayani Husain, Abd Hafid Amirullah, dan Sirajuddin Saleh, 2015). Dengan demikian, disimpulkan bahwa sebuah media pembelajaran dapat dianggap efektif jika memenuhi kriteria yang mampu memberikan dampak, menghasilkan hasil, dan menciptakan perubahan.
Pengertian efektivitas secara umum mengindikasikan sejauh mana pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan definisi efektivitas menurut Hidayat yang menyatakan bahwa: Efektivitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah dicapai (Al-ittihad Samarinda, 2013). Efektivitas adalah kondisi di mana terdapat keselarasan antara tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan hasil yang telah diraih. Pemahaman tentang efektivitas umumnya menggambarkan sejauh mana suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai (Irma Erawati, Muhammad Darwis, dan Muh Nasrullah, 2017).
Wojowisoto di dalam (Luas et al., 2017). Sehingga efektivitas merupakan suatu kondisi yang mencerminkan pengertian tentang munculnya sebuah efek atau hasil yang diinginkan. Apabila seseorang melakukan tindakan dengan tujuan tertentu atau memiliki niat sesuai yang diinginkan, maka orang tersebut dianggap efektif. Efektivitas dapat diartikan sebagai proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana suatu usaha atau kegiatan berhasil memenuhi tujuannya. Jika yang dimaksud adalah tujuan institusi, maka cara untuk mencapainya adalah kesuksesan pelaksanaan program atau aktivitas berdasarkan wewenang, misi, dan fungsi institusi tersebut.
2. Indikator dan Ukuran Efektivitas Program
Efektivitas merupakan konsep yang sangat fundamental dalam kajian organisasi dan kebijakan publik, karena berkaitan langsung dengan tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Martani dan Lubis (1987) dalam (Firdaus, 2019) menyatakan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok dalam suatu aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila mampu merealisasikan tujuan yang telah direncanakan secara efektif.
Dalam konteks ini, efektivitas tidak hanya dimaknai sebagai tercapainya hasil akhir (output), tetapi juga mencakup keseluruhan proses yang berlangsung dalam organisasi, mulai dari perencanaan, pemanfaatan sumber daya, hingga pelaksanaan program. Oleh karena itu, efektivitas menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan organisasi, khususnya organisasi publik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Meskipun demikian, pengukuran efektivitas bukanlah suatu hal yang sederhana. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan tujuan antar organisasi, kompleksitas program, serta beragamnya perspektif yang digunakan dalam menilai keberhasilan. Setiap organisasi memiliki standar dan indikator yang berbeda dalam menentukan efektivitas, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif agar pengukuran dapat dilakukan secara lebih objektif dan sistematis.
Sejalan dengan hal tersebut, Martani dan Lubis (1987) dalam (Firdaus, 2019) mengemukakan tiga pendekatan utama yang dapat digunakan sebagai indikator sekaligus dasar dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses.
1) Pendekatan sasaran memusatkan perhatian pada aspek output, yaitu sejauh mana organisasi mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pendekatan ini, efektivitas diukur berdasarkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, seperti peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas hasil, serta stabilitas organisasi. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pencapaian target, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas organisasi tersebut.
2) Pendekatan sumber menilai efektivitas dari sisi input, yaitu kemampuan organisasi dalam memperoleh dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, finansial, maupun sarana dan prasarana. Indikator yang digunakan dalam pendekatan ini meliputi kemampuan organisasi dalam membaca dan merespons lingkungan, mempertahankan keberlangsungan kegiatan, serta beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal.
3) Pendekatan proses menekankan pada aspek internal organisasi, khususnya terkait dengan mekanisme pelaksanaan program. Pendekatan ini melihat sejauh mana prosedur kerja, sistem pelayanan, serta koordinasi antar anggota organisasi berjalan secara efektif. Indikator yang digunakan antara lain kelancaran prosedur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tingkat kerja sama dan loyalitas dalam kelompok kerja.
Selain menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, efektivitas juga dapat diukur dengan cara membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil nyata yang berhasil dicapai. Apabila hasil yang diperoleh sesuai atau mendekati target yang direncanakan, maka program tersebut dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, apabila terdapat kesenjangan yang signifikan antara rencana dan realisasi, maka program tersebut dinilai kurang atau tidak efektif.
Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja menurut Malayu S.P. Hasibuan Hasibuan (2016), menitikberatkan efektivitas pada aspek manajemen sumber daya manusia. Menurutnya, faktor kunci yang menentukan efektivitas kerja adalah:
1) Kualitas Sumber Daya Manusia: Meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian.
2) Semangat Kerja: Dorongan batin yang membuat karyawan bekerja lebih giat.
3) Kedisiplinan: Kepatuhan terhadap peraturan dan norma yang berlaku.
4) Fasilitas Kerja: Kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang penyelesaian tugas.
Sedangkan menurut Richard. M. Steers (1985) pengukuran efektivitas digolongkan dalam 3 (tiga) pendekatan, yaitu:
1) Pendekatan optimasi tujuan, Penggunaan model optimasi bertujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinya bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasil dengan tujuan organisasi.  
2) Pendekatan sistem, Memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar organisasi. Sementara komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau keberhasilan organisasi. Jadi model ini memusatkan perhatiannya pada hubungan sosial organisasi lingkungan. 
3) Pendekatan perilaku, dalam model ini efektivitas organisasi dilihat dari hubungan antara apa yang diinginkan organisasi perilaku orang-orang berada di dalamnya. Jika keduanya relatif homogen, kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar. 
Nugroho, R. (2017), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan Teori 5 Tepat sebagai berikut:
1) Tepat Kebijakan, poin ini menilai apakah kebijakan yang dibuat sudah menjadi solusi yang benar bagi masalah yang ada.
2) Tepat Pelaksana, efektivitas sangat bergantung pada siapa yang menjalankan kebijakan tersebut di lapangan (aktor implementasi.
3) Tepat Target, kebijakan harus menyasar kelompok yang memang membutuhkan dan siap menerima manfaat tersebut.
4) Tepat Lingkungan, kebijakan tidak boleh bertentangan dengan lingkungan tempat kebijakan itu berada (sosial, budaya, dan regulasi lain).
5) Tepat Proses, menilai apakah langkah-langkah administratif dan operasional sudah dijalankan sesuai aturan (SOP).
Sutrisno (2007), khususnya dalam bukunya mengenai budaya organisasi atau manajemen, sering dikutip terkait dengan Teori Ukuran Efektivitas Program/Pelayanan. Berikut adalah poin-poin utama teori efektivitas menurut Edy Sutrisno (2007:125-126):
1) Pemahaman Program: Sejauh mana pelaksana dan penerima program memahami tujuan dan mekanisme program.
2) Tepat Sasaran: Program mencapai kelompok sasaran yang telah ditentukan.
3) Tepat Waktu: Pelaksanaan program sesuai dengan jadwal atau waktu yang ditetapkan.
4) Tercapainya Tujuan: Hasil program sesuai dengan target atau tujuan akhir yang ingin dicapai.
5) Perubahan Nyata: Terjadinya dampak atau perubahan nyata (perubahan perilaku/hasil) dari program yang dilaksanakan.
4) Program MBG
a. Definisi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
Program pembagian makanan bergizi gratis ini adalah rencana untuk distribusi makanan sehat di sekolah yang diharapkan dapat menciptakan kesetaraan dalam pendidikan, karena seluruh siswa memiliki peluang untuk mendapatkan makanan bergizi tanpa biaya. Merupakan salah satu strategi utama dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama masa jabatannya (Andin et al., 2025). Program ini bertujuan untuk mengatasi isu gizi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Hal ini akan mendukung peningkatan perhatian seluruh siswa terhadap proses belajar tanpa memperhatikan latar belakang ekonomi atau sosial mereka (Ajeng Atikah Merlinda, 2025). Kondisi gizi yang sempurna juga krusial untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang baik. (Desiani & Syafiq, 2025).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia berlandaskan pada kerangka hukum yang menyeluruh untuk menjamin kelangsungan dan keberhasilan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Dasar utama dari inisiatif ini adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang menandai berdirinya Badan Gizi Nasional sebagai entitas independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini memiliki tugas khusus untuk mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan dalam bidang gizi nasional secara terpadu, sehingga program MBG tidak lagi bersifat sektoral melainkan menjadi agenda nasional yang terfokus. Melalui peraturan ini, pemerintah menetapkan sasaran yang jelas, meliputi peserta didik di semua tingkat pendidikan, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita untuk memastikan intervensi gizi dilakukan dari awal kehidupan hingga masa pertumbuhan sekolah.
Kekuatan hukum dari program ini semakin kuat karena didukung oleh undang-undang sektoral yang telah ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan. UU Kesehatan memberikan alasan medis dan hukum tentang pentingnya asupan gizi guna mencegah stunting serta meningkatkan daya tahan fisik masyarakat melalui upaya kesehatan yang bersifat preventif. Sebaliknya, UU Pangan menjamin bahwa penyediaan makanan dalam program ini harus sesuai dengan standar keamanan, kualitas, dan kecukupan gizi yang merata untuk seluruh masyarakat. Kolaborasi antara kedua undang-undang ini memberikan kewajiban bagi negara untuk memastikan pemenuhan hak dasar warga terhadap pangan berkualitas sebagai bagian penting dari pengembangan kesehatan nasional.
Masuk ke fase pelaksanaan yang lebih praktis, pemerintah memperkuat kerangka hukum itu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Regulasi ini berperan sebagai alat untuk mengatur pengelolaan program secara rinci, meliputi mekanisme distribusi, sistem pengawasan, serta akuntabilitas anggaran agar penyaluran makanan bergizi mencapai sasaran dan transparan. Sebagai tambahan teknis di lapangan, Badan Gizi Nasional juga menerbitkan sejumlah Peraturan BGN yang berfungsi sebagai pedoman praktis terkait standar menu, komposisi gizi, serta petunjuk teknis pelaksanaan bagi mitra dan pelaksana di level daerah. Dengan adanya struktur hukum yang terintegrasi dan berlapis mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis, program MBG memiliki dasar hukum yang kokoh sebagai alat untuk melakukan transformasi sosial ke arah generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.
b. Proses MBG
1) Perencanaan
Tahap awal yang meliputi pendataan sasaran penerima manfaat, penentuan kebutuhan gizi, penyusunan menu, serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
2) Produksi
Tahap pengadaan bahan pangan dan pengolahan makanan sesuai standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.
3) Distribusi
Tahap penyaluran makanan yang telah diproduksi dari penyedia atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah penerima program.
4) Konsumsi
Tahap pembagian dan konsumsi makanan oleh peserta didik di sekolah sebagai penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
5) Evaluasi
Tahap pengawasan, penilaian, dan pelaporan pelaksanaan program untuk mengetahui keberhasilan serta perbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaan program.
c. Tujuan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
Program Makan Sehat Gratis yang diperkenalkan di Indonesia bertujuan untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi siswa di sekolah. Tujuan ini adalah untuk mendukung kegiatan belajar mereka, baik secara fisik maupun mental. Pemberian nutrisi yang baik dipercaya dapat mendongkrak konsentrasi, stamina, dan ketahanan tubuh, yang pada gilirannya berdampak positif pada prestasi belajar siswa. Program ini bertujuan lebih dari sekadar memberikan makanan kepada siswa, tetapi juga memiliki peran krusial dalam menangani berbagai isu ketimpangan gizi yang sering dialami anak-anak, terutama di wilayah dengan keterbatasan ekonomi (Qomarullah et al, 2025).















C. Kerangka Konseptual
Tabel 2, Kerangka Konseptual
	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2024
  tentang Badan Gizi Nasional.
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